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ABSTRAK 

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan hukum yang berdampak 

serius terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat secara khusus 

diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun  2009 tentang narkotika. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 112 dan pasal 

127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap pelaku 

yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika 

golongan I bukan tanaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5059 

K/Pid.Sus/2023, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan 

pandangan Islam terhadap penerapan pasal 112 dan 127. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan 

menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peneerapan pasal 112 dan 127 dalam putusan 

telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-

undang, serta pertimbangan hakim dinilai tepat karena jumlah barang bukti 

narkotika jenis sabu sebasar 1,23 gram sehingga pelaku tidak memenuhi 

syarat normatif untuk diberikan rehabilitasi medis maupun sosial, sementara 

Mahkamah Agung telah membedakan peranan masing-masing terdakwa 

secara proporsional. Ditinjau dari perspektif hukum islam, narkotika 

(mukhaddirat) dapat dipersamakan dengan khamr melalui metode qiyas dan 

termasuk dalam katagori jarimah tazir, sehingga penjatuhan pidana terhadap 

pelaku yang tidak memenuhi syarat rehabilitasi dapat dibenarkan demi 

kemaslahatan dan pencegahan terhadap kerusakan akal dan masyarakat. 
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